BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan diatas, maka terdapat Kesimpulan
bagi penulisan hukum bahwa peran DPRD Kota Yogyakarta dalam pembuatan peraturan
tentang lingkungan hidup telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya
peraturan yang dibuat Perda Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 Tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perda ini bertujuan
untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,
pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pelaksanaan Perda sudah cukup diawasi
oleh DPRD Kota Yogyakarta.
B. Saran
DPRD sudah melakukan tugasnya dengan baik hal ini dapat dilihat dari tindakan
yang dibuat DPRD dalam mengatasi sebuah permasalahan dengan membuat Peraturan
Perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan nilai sosial dan budaya di Kota Yogyakarta
dan Saran saya DPRD harus mempertahankan kinerja yang baik dalam menyelesaikan

permasalahan yang ada didalam masyarakat Kota Yogyakarta.

42



Lampiran

Lampiran 1 Surat izin penelitian dari Atma Jaya Yogyakarta kepada Kantor DPRD Kota
Yogyakarta

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor :83/V/CVD-FH 23 April 2024
Hal : ljin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
di tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka
penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset/penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data
yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan
dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/lbu untuk berkenan memberikan ijin riset/
penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset/penelitian kepada mahasiswa

kami :
1. Nama :  Zennyfer Klaudios Purba
2. Nomor Mahasiswa : 200514040
3. Program Kekhususan :  Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Kantor DPRD Kota Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing | :  Dr. Hyronimus Rhiti, S,H, M.Hum.
Dosen Pembimbing II
6. Judul Skripsi :  Peran Anggota DPRD Di Dalam Pembuatan Peraturan Tentang Lingkungan
Hidup Di Kota Yogya
7. No. Handphone / WA : 081232998525

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan |,

ko Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.
v

Alamat Kontak

Kampus | Gedung Alfonsus Telepon :+62-274-561031

Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281 Fax 1 +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id

URL

https://fh.uajy.ac.id
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Lampiran 2 Wawancara Bersama Narasumber Cahyo Wibowo Selaku DPRD Kota Yogyakarta
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